
OTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

UNIVERSI AS JENDERAL SOEDIRMAN 
DAN 

PEMERINT H KABUPATEN PEKALONGAN 

TENTANG 

OR: T/305/UN23/HK.06.00/2022 
OR: 074.2/NK.03/N/2022 

Pada hari ini Jumat, tangg Dua Puluh Dua, bulan April, tahun Dua Ribu 
Dua Puluh Dua (22-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini: 

I. SUWARTO 

II. FADIA ARAFIQ 

R ktor Universitas Jenderal Soedirman 
okerto, berkedudukan di Jalan Prof. dr. HR. 
~amin No. 708 Purwokerto, yang diangkat 

b rdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, 
T ologi, dan Pendidikan Tinggi Republilc 
In onesia Nomor : 222/M/KPr.KP/2018 Tanggal 
3 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan 
a s nama Universitas Jenderal Soedirman, yang 
se anjutnya disebut PIHAK KESATU. 

pati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun­
Al Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten 
P kalongan, berdasarkan Keputusan Menteri 
D am Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-
2 O Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang 
P ngesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan 
W · Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala 
D erah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan 
K ta Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini 
b rtindak untuk dan atas nama Pemerintah 

bupaten Pekalongan. untuk selanjutnya disebut 
PI KEDUA. 
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Berdasarkan: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kabupaten UQ.LQj.1-LL Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita 
Negara Republik Indone ia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah 

· diubah dengan Und g-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kabupate Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten dal Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indone ia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndones a Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Repu ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5587), sebagaimsma telah 
beberapa kali diubah te · dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Pemerintah N mor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 
(Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 6219); 

6. Keputusan Presiden Re ublik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo 
Keputusan Menteri Per ruan Tinggi dan llmu Pengetahuan Nomor 153 
Tahun 1963 tentang Pen irian Universitas Jenderal Soedirman; 

7. Peraturan Menteri Pendi.JI-LLD~.. dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Kerja Sama Per · ruan Tinggi (Berita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 253); 

8. Peraturan Menteri Pen dikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasio Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2020 N mor 47); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Kerja Sama Daerah Den Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan 
Pihak Ketiga (Berita Neg a Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 
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10. Peraturan Daerah Kabu aten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Sus nan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan 
(Lembaran Daerah Ka upaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) 
sebagaimana telah diub dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peratu.ran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 
4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pekalongan ( mbaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 
2020 Nomor 5, Tamb an Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 
Nomor 94); 

11. Peraturan Daerah Kabu aten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 
Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pekalongan Nomor 97); 

PIHAK KESATU dan PIHAK DUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 
Nota Kesepakatan ini disebu PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut 
PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. bahwa PIHAK KESATU ad ah Pimpinan Perguruan Tinggi Badan Layanan 

Umum yang memimpin elaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian d pengabdian kepada masyarakat. 

b. bahwa PIHAK KEDU adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Peme · tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan y g menjadi kewenangan daerah otonom sesuai 
dengan ketentuan perat perundang-undangan. 

c. bahwa PARA PIHAK me · · · komitmen bersama dalam upaya peningkatan 
kualitas layanan publik an kemampuan untuk memberikan dukungan 
sinergi yang bermanfaat d saling menguntungkan. 

Berdasarkan hal-hal terse ut di atas, sesuai dengan ketentuan dan 
kewenangan masing-masin , PARA PIHAK setuju dan sepakat untu.k 
melaksanakan Nota Kesep tan tentang Sinergi Penyelenggaraan Tridharma 
Perguruan Tinggi dengan ke entuan sebagai berikut: 

Pasal 1 
SUD DAN TUJUAN 

(1) Nota Kesepakatan ini d' aksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK 
untuk melaksanakan sin rgi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat. 
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(2) Tujuan dari Nota Kese tan ini adalah untuk meningkatkan dan 
mengembangkan Poten i Daerah Kabupaten Pekalongan melalui 
Tridharma Perguruan · ggi. 

Pasal 2 
LOKASI SINERGI 

Lokasi sinergi dalam Nota K sepakatan ini adalah di kedudukan PARA PIHAK. 

Pasal 3 
OBJEK SINERGI 

Objek dalam Nota Kesepaka an ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Tridharma 
Perguruan Tinggi. 

Pasal 4 
RUANO LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesep tan ini, meliputi: 
a. pengembangan dan nyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada mas akat; 
b. pendampingan pelaksan an pembangunan daerah; 
c. percncanaan dan pen titian dalam rangka penyediaan data bagi 

perencanaan pembangu an daerah; dan/ atau 
d. pengembangan potensi d erah. 

Pasal 5 
DAN TANGGUNGJAWAB 

PARA PIHAK mempunyai tu as untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang 
dalam Nota Kesepakatan in sesuai peran dan fungsi masing-masing PIHAK 
serta bertanggungjawab pe uh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai 
tujuan bersama. 

Pasal 6 
PELAKSANAAN 

(1) Pelaksanaan Nota Kes pakatan ini akan dituangkan dalam bentuk 
Rencana Kerja Sinergi y g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepakatan ini. 

(2) Dalam pelaksanaan Ren ana Kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Unit Kerja yang membidangi 
dan PIHAK KEDUA apat menugaskan Perangkat Daerah yang 
membidangi sesuai tuga dan fungsinya. 
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(3) PARA PIHAK me . koorclinasi dan menyusun jadwal teknis 
kegiatan sesuai Kerang Acuan Kerja yang telah disepakati. 

(4) PARA PIHAK dapat m sanakan monitoring clan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Rencana Ke · a Sinergi berdasarkan kesepakatan. 

(5) Pelaksanaan Nota Kese tan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya 
Peru.bahan Status/Norn klatur clan pergantian kepemimpinan dari PARA 
PIHAK. 

Jangka waktu berlakunya 
terhitung sejak ditandat 
diperpanjang sesuai kesep 
ketentuan peraturan perund 

Pasal 7 
JANGKA WAKTU 

Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun 
ganinya Nota Kesepakatan init dan dapat 

tan PARA PIHAK dengan berpedoman pada 

Pasal 8 
PEMBIAYAAN 

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini 
dibebankan pada anggar PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 9 
KEADAAN KAHAR 

(1) Yang dimaksud kea kahar adalah keadaan yang terjadi di luar 
kemampuan manusia hingga kerngian tidak dapat dihindari, seperti 
bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, kebakaran, gangguan 
keamanan dan lain-I yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat 
melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal5. 

(2) Kerugian. yang dialaroi ~ PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) di ggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK 
dibebaskan dari tuntut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini. 

(3) Keadaan sebagaimana aksud pada ayat (1) hams memiliki hubungan 
sebab akibat secara lan sung dengan keru.gian yang dialami PARA PIHAK 
serta dibuktikan deng Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan 
Serita Acara paling bat 7 {tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa 
sebagaimana dima.ksud ada ayat ( 1). 

(4) Keadaan sebagaimana imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara 
langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA 
PIHAK berkewajiban elakukan upaya untuk memulihkan kembali 
keadaan, kecuali diten kan lain oleh PARA PIHAK. 
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Pasal 10 
PE LESAIAN PERSELISIHAN 

Dalam hal terjadi perse · ihan dan/ at.au perbedaan pendapat dalam 
melaksanakan isi Nota Ke pakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untulc 
menyelesaik.annya secara m syawarah untuk mufakat. 

Pasal 11 
IRAN NOTA KESEPAKATAN 

Nota Kesepakataan ini ber..........,.~· dengan sendirinya apabila: 
a. ada ketentuan peratur penmdang-undangan yang menyebabkan Nota 

Kesepakatan ini tidak da t dilaksanakan; dan/ a.tau 
b. batas waktu Nata Kesep tan ber akhir. 

Pasal 12 
SURAT MENYURAT 

Setiap dolru.men rum/atau mberitahuan yang berhubungan dengan Nota 
Kesepakatan ini dibuat s-..... -~ .. Tnoa tertulis dan disampaikan secara langsung atau 
melalui pas tercatat, yang di amatkan kepada: 
a. PIHAK KESATU 

Universitas Jenderal Soe 
JI. Prof. dr. HR. Boenj 
Purwokerto 
Telepon : (0281) 635292 
Email : kerjasama@uns 

b. PIHAK KEDUA 

708 Kotak Pos 115 - Grendeng 

Pemerintah Kabupaten Pe ongan 
Jalan Alun-Alun Utara N mor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 
51161 
Telepon : (0285) 381000 
Faximile : (0285) 381006 
Email pemkab@pek ongankab.go.id 

Pasal 13 
ADDENDUM 

(1) Ha.l•hal yang belum di dan/atau perubahan at.as ketentuan yang 
tercantum dalam Not Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan 
persetujuan PARA PI · dengan suatu addendum yang merupakan 
bagian yang tidak terpi~£AG ....... dari Nata Kesepakatan ini. 
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(2) Apabila di kemudian h · ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam 
Nota Kesepakatan ini, aka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk 
mengadakan perubahan tau penyempumaan sebagaimana mestinya. 

Pasal 14 
PENUTUP 

Segala ketentuan dan syarat dala.m Nota Kesepakatan ini berlaku untuk dan 
mengikat PARA PIHAK. 

Demikian Nota Kesepakatan i dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, 
tanggal, bulan dan tahun te ebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) 
rangkap bermeterai cukup an dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 
(satu) rangkap tanpa mete ai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim 
Koordinasi Kerja Sama Daer Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing­
masing mempunyai kekuat hukum yang sama. 
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NO PROORA/ 
KEG, ..... .,"1 

1 2 
1. Pendidikan 

2. Kuliah 
Kerja Nyata 
Tematik 

RENCANA KERJA 

Lampiran 

Nomor 
Nomor 
Tanggal 

Nota Kesepakatan antara Universitas 
Jenderal Soeclirman dan Pemerintah 
Kabupaten Pekalongan 
T/305/UN23/HK.06.00/2022 
074.2/NK.03/IV /2022 
22 April 2022 

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKAWNGAN 
TENTANG 

SINERGI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

TAHAPAN 
WKASI 

SUMBER TAHUN TUGASDANTANGGUNGJAWAB 
OUTPUT OUTCOM~ 

Ul.'l"H '""''" "1 l"'\AMJI ------- ·~~ A ~a:: . ., . - -- --- ----- - --- ---- .., ••.-&•• •--•&U 'U\. -~ .. -.. ....... - -
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pelaksanaan Kabupaten APBN/APBD Jan Jan Jan Jan Jan 1. Menyampaikan 1. Menyiapkan Tercapainya Terwujudnya 
Program Pekalongan s/d s/d s/d s/d s/d permohonan lokasi, dan softskill dan pembangu 
Merdeka Des Des Des Des Des lokasi MBKM Fasilitasi hardskill nandan 
Belajar 2. Penyediaan Pendidikan Mahasiswa kualitas 
Kampus Sumberdana 2. Mela.kukan Bidang sumberdaya 
Merdeka 3. Pelaksanaan Bimbingan Pendidikan manusia 
(MBKM) Program dan kemasyara 

Pendidikan pengawasan katan di 
4. Pengawasan kepada Kabupaten 

Program mahasiswa Pekalongan 
Pendidikan 

Pelaksanaan Kabupaten APBN/APBD Juli Jan Jan Jan Jan 1. Penyediaan 1. Menyiapkan Tercapainya Terwujudnya 
Pengabdian Pekalongan s/d s/d s/d s/d s/d SumberDana lokasi, dan softskill dan pembangu 
kepada Agts Feb Feb Feb Feb untuk fasilitasi hardskill nandan 
Masyarakat Pembuatan penunjang mahasiswa kualitas 
melalui Juli Juli Juli Juli Buku Panduan KKNTematik bidang sumberdaya 
Kuliah Kerja s/d s/d s/d s/d KKN Tematik, 2. Melakukan pengalxlian manusia 
Nyata (KKN) Agts Agts Agts Agts Pelaksanaan bimbingan kepada kemasyara 
Tematik Pembekalan dan masyarakat ks.tan di 

KKN Tematik, pengawasan tematik dalam Kabupaten 
Sosialisasi clan kepada pembangunan Pekalongan 
Bimbingan mahasiswa masyarakat 
Mahasiswa KKN KKN 
Tematik, 
Pengawasan 
nelaksanaan 
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KKN Tematik, 
Bantuan untuk 
Program Kerja, 
dan Expo 

2. Pembuatan 
Buku Panduan 
KKNTematik 

3.Pelaksanaan 
Pembekalan 
KKNTematik 

4. Sosialisasi dan 
Bimbingan 
Mahasiswa KK.N 
Temati.k 

5. Pengawasan 
pelaksanaan 
·-··· -·-- . 

6.Pelaksanaan 
Program Kerja, 
dan Exno 

3. Penelitian Pelaksanaan Kabupaten APBN/ APBD Jan Jan Jan Jan Jan Penyediaan • Penyediaan Diperolehnya Bahan 
Penelitian Pekalongan s/d s/d s/d s/d s/d Sumber Dana dari SumberDana bahan kebijakan 
bagi Dosen Des Des Des Des Des APBN untuk dari APBD kebijakan dan dan Data 
danatau pelaksanaan; untuk data basil 
Mahasiswa - Kegiatan pelaksanaan pemerintah penelitian 
sesuai pengambilan penelitian, daerahdalarn dalam 
Kebutuhan datadan - Menyediakan perenca naan penyusunan 
Masyarakat sample ijin penelitian, pembangunan keputusan 
Pemkab • Analisa data dan fasilitasi daerah untuk 
Pekalongan dan sample dalain Kabupaten pembangu 

- Diseminasi pelaksanaan Pekalongan nan di 
Hasil Kegiatan penelitian Kabupaten 

Pekalongan 
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4. Pengabdian Pelaksanaan Kabupaten APBN/ APBD Jan Jan Jan Jan Jan Penyediaan - Penyediaan Diperolehnya Bahan 
Kepada Pengabdian Pekalongan s/d s/d s/d s/d s/d Sumber Dana dari SumberDana bahan kebijakan 
Masyarakat kepada Des Des Des Des Des APBN untuk dariAPBD kebijakan dan dan Data 

masyarakat pelaksanaan: untuk data hasil 
bagi Dosen - Kegiatan pelaksanaan pemerintah pengabdian 
dan atau pengambilan Pengabdian. daerah dalam dalam 
Mahasiswa datadan - Menyediakan perenca naan penyusunan 
sesuai sample ijin pembangunan keputusan 
Kebutuhan - Analisa data pengabdian, daerah untuk 
Masyarakat dan sample fasilitasi Kabupaten pembangu 
Pemkab - Diseminasi dalam Pekalongan nan di 
Pekalongan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kabupaten 

pengabdian Pekalongan - - .. 
i="enye~ - - .. 

"· • vUJ----• -- .. ru LJ• < I nr.1C>.u ..... ...... vcUJ. van vi:Ul ooe __ J -. IVI ·~· -- 1 .... ·•-J----.1-. - . -
Tenaga tenaga Pekalongan s/d s/d s/d s/d s/d sumberdaya dana, data, basil dari sebagian 
Ahli/Expert ahli / expert Des Des Des Des Des Manusia/ programdan rencana pembanguna 

dalam Tenaga Ahli yang sasaran untuk sasaran n kemasyara 
kebutuhan kompeten sesuai kegiatan tenaga strategis katan 
pemerintah dengan Bidangnya ahli prioritas tertentu di 
daerah pembangunan Kabupaten 

di Kabupaten Pekalongan 
Pek:alongan 

IQ 
1•· · -- ~ \t b-~ 
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